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PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

Penggugat,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rancabulus RT 003

RW 004 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Rejasari,

Langensari, Kota  Banjar,  Jawa  Barat.  Dalam  hal  ini  memberikan

kuasa khusus kepada  Iwan Setiawan, S. H. Advokat dan Penasihat

Hukum  yang  berkantor  di  Graha  Citra  Pesona  Kav  25-26  Dusun

Parung, RT. 011 RW. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota

Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian

lepas, tempat tinggal di  Dusun Rancabulus RT 003 RW 004 Desa

Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Rejasari, Langensari,

Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  Gugatan  secara  tertulis  dengan

surat  Gugatannya  bertanggal  03  Juni  2024,  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Bjr

pada Senin 10 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut: 
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1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal  16  November  2018  di  hadapan  Pejabat  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Langensari  Kota Banjar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

nomor 503/19/XI/2018 tertanggal 03 Juni 2024; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup Bersama di

Dusun Rancabulus RT 003 RW 004 Desa Rejasari Kecamatan Langensari

Kota Banjar; 

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup

bahagia kurang lebih selama 4 tahun lamanya ;  

4. Bahwa  penggugat  dan  tergugat  sampai  saat  ini  belum  mempunyai

rumah sendiri dan sudah dikaruniai dua orang anak Bernama: 

1. Fauzan Almunif NIK 3279040712090001

2. Delisha Dwi Maulida NIK 3279046112170001 sekarang tinggal Bersama

Penggugat;

5. Bahwa  pada  bulan  Januari  2022  keadaan  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  mulai  goyah,  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap

sehingga  mengakibatkan  Tergugat  Kurang  bertanggung  jawab  dalam

memberi nafkah (ekonomi) kepada Penggugat; 

6. Bahwa  pada  bulan  Juni  2023  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah

rumah sampai dengan sekarang, akan tetapi masih satu alamat di  Dusun

Rancabulus RT 003 RW 004 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota

Banjar; 

7. Bahwa setelah berpisah rumah sampai  sekarang sudah mencapai  11

bulan  lamanya  tergugat  tidak  pernah  memberi  nafkah  lahir  dan  bathin

kepada penggugat;  

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  dan  tidak  sanggup  lagi  berumah

tangga  dengan  Tergugat  karena  lebih  banyak  madharatnya  daripada

manfaatnya ;  

Bahwa berdasarkan uraian  tersebut  di  atas  gugatan Penggugat  telah

sesuai  dengan  maksud  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  jo.  Pasal  19
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huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi

melanjutkan rumah tangga dengan  Tergugat  oleh  karenanya  mohon  kepada

 Bapak  Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa,

dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  kepada

Penggugat (Penggugat) 

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;  

  Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut

hukum (Aequo Et Bono);  

Bahwa  dalam  perkara  aquo,  Penggugat  telah  memberikan  kuasanya

kepada  Iwan  Setiawan,  S.  H advokat  dan  penasihat  hukum  yang  yang

beralamat di Graha Citra Pesona Kav 25-26 Dusun Parung, RT. 011 RW. 004,

Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar yang terdaftar di kepaniteraan

Pengadilan Agama  Kota Banjar dengan nomor  270/K/VI/2024, Majelis Hakim

telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini,  Penggugat  dan Tergugat  telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  agar  berpikir  untuk  kembali  rukun  membangun  rumah  tangga,

Penggugat  menyatakan  akan  mencabut  gugatannya  untuk  memberi

kesempatan  terhadap  Tergugat  serta  memohon  kepada  Majelis  Hakim

mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim

cukup  menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  yang dibuat  oleh  Pemberi

Kuasa,  terdaftar  di  register  surat  kuasa di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama

Kota  Banjar  Nomor  270/K/VI/2024  yang  diberikan  kepada  Penerima Kuasa,

telah  memenuhi  unsur  kekhususan  karena  secara  jelas  menunjuk  untuk

perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi

telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu

Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan

Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis  berpendapat  bahwa Surat

Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa

harus  pula  dinyatakan  telah  mempunyai  kedudukan  dan  kapasitas  sebagai

Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi

Kuasa; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil Gugatan Penggugat

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2)

HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

para  pihak  berperkara  telah  diperintahkan  untuk  dipanggil  dan  menghadiri

persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Penggugat  telah  datang  ke  persidangan  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah

datang ke persidangan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan

Penggugat  dan  Tergugat  agar  berdamai  membina  rumah  tangga,  dan  atas

nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  permohonan

pencabutan  gugatannya sebelum  pembacaan  gugatan  dilangsungkan,

sehingga tidak memerlukan persetujuan dari  pihak manapun,  maka menurut

Majelis  Hakim,  pencabutan  gugatan  Penggugat  tersebut,  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang

diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,   bahwa   oleh   karena   Majelis  Hakim  mengabulkan

pencabutan  gugatan cerai gugat  Penggugat, maka  pokok perkara tidak perlu

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya; 

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

338/Pdt.G/2024/PA.Bjr dari Penggugat;  

2. Memerintahkan Panitera untuk mecnatat  pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;  

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.185.000,00 ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah);  

Demikian Penetapan ini  dijatuhkan di  Pengadilan  Agama Kota  Banjar

dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni

2024 Miladiyah,  bertepatan  dengan tanggal  17  Zulhijjah  1445 Hijriyah, oleh

kami  Dr.  Deni  Purnama,  Lc.,  MA.Ek. sebagai  Ketua  Majelis,  Muhamad

Hasan,S.H.,M.H.  dan  Widya  Alia,  S.H.I. masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota,  penetapan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam  sidang

terbuka  untuk  umum,  oleh  Dr.  Deni  Purnama,  Lc.,  MA.Ek.  sebagai  Ketua
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Majelis,  didampingi  Hakim-hakim  Anggota,  dibantu  oleh  Destiara  Meisita

Fafitrasari,  S.H.,  M.Kn.  sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  Kuasa

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Muhamad Hasan,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

ttd

Widya Alia, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Destiara Meisita Fafitrasari, S.H.,

M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

1.-------------------------------Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 

1.-------------------------------Biaya proses Rp 75.000,00 

2.-------------------------------Biaya Panggilan Rp 30.000,00

3.-------------------------------PNBP -------------------------Rp 30.000,00

4.-------------------------------Hak redaksi Rp 10.000,00

5.-------------------------------Meterai Rp   10.000,00   

Jumlah biaya Perkara Rp185.000,00 

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6


